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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama — suka diantara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (OS. An-Nisa 29)
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ABSTRAK

Praktik cakepan adalah praktik utang piutang Yyang
pengembaliannya dengan menggunakan  cengkeh.  Mugtaridh
disyaratkan harus menjual cengkeh kepada mugridh dengan selisih
harga lebih murah dari harga pasaran. Praktik cekepan sudah
membudaya di Desa Banyumudal yang mayoritas utama masyarakatnya
beragama Islam dan mata pencahariannya sebagai petani cengkeh. Oleh
karena itu penulis melakukan penelitian praktik cakepan menurut
perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mempunyai 2
rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan dan faktor yang
melatar belakangi maraknya praktik cakepan di Desa Banyumudal.
Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik cakepan
tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan
(field research). Penelitian ini juga sering disebut penelitian yuridis-
empiris. Yaitu fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam
interaksi sosial di dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam
skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan
dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode obsevasi, dokumentasi
dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif
kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, faktor
yang melatar belakangi maraknya praktik cakepan adalah banyakanya
penebas cengkeh di Desa Banyumudal yang tidak memiliki cukup
modal sehingga memilih untuk melakukan praktik cakepan. Kedua,
praktik cakepan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa
Banyumudal sudah lama berjalan dan telah menjadi adat kebiasaan
antara petani dan pedagang. Meskipun demikian praktik utang piutang
yang pengembaliannya menggunakan cengkeh, dengan harga dibawah
harga pasar tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Di
dalam praktik cakepan mengandung unsur riba, karena ada selisih harga
yang disepakati antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang
telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini
kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Sholawat
serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi
Muhammad SAW yang memberikan syafaat bagi kita semua.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak hidup sendiri dan
selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
terutama dalam hal bermuamalah. Aspek muamalah merupakan aturan
main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus
dasar untuk melaksakan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Ajaran muamlah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara
untuk mencari rizki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rizki
dengan cara yang halal dan baik.

Utang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam
interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi
adalah salah satu faktor yang memicu munculnya utang piutang. Selain
itu juga adanya pihak yang menyediakan peminjaman utang. Islam
sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia
juga mengatur mengenai masalah utang piutang. Konsep utang piutang
yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan
kemudahan bagi orang yang kesusahan. Namun zaman sekarang dalam
melaksanakan transaksi banyak yang tidak memperhatikan konsep

muamalah. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui
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kecurangan-kecurangan dalam bermumalah, seperti riba yang sangat

meresahkan dan merugikan masyarakat, selain itu banyak juga kita

jumpai masyarakat melakukan suatu transaksi muamalah yang yang
didalamnya mencampurkan beberapa akad dan masyarakat tidak
mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam.

Karya tulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Cakepan di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten
Pemalang“ bermaksud ingin mengetahui bagaimana hukum Islam
mengenai kebiasaan adat di Desa Banyumudal dalam melaksanakan
transaksi utang piutang yang didalamnya terdapat unsur jual beli.

Karya tulis yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
Semarang ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa ada “tangan baik”
yang ikut serta membantu, baik berkaitan denan proses penulisan,
maupun proses pembelajaran selama kuliah berlangsung karena itu
penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing 1 yang
telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan-masukan
konstruktif dalam proses penulisan skripsi.

2. Drs. H. Mohamad Solek, M.A., yang telah banyak meluangkan
waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam
penyusunan skripsi ini.

3. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku ketua jurusan prodi Hukum
Ekonomi Syari’ah dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku sekretaris



jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan,
sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Drs. H. Sahidin, M.Si., yang telah membantu mengarahkan penulis
dalam menyusun skripsi ini.

Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang
tlah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak
bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal mereka dengan
balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga
menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisinya.
Sehingga kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan
skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat
bagi kta semua.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 28 Agustus 2017
Penulis,

Ina Riskiani
132311048
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang rahmatan lil’alamin sekaligus
agama yang kaffah mengatur para pemeluknya tidak hanya dalam
soal beribadah saja, akan tetapi dalam soal-soal perilaku
keseharian atau yang biasa sering disebut dengan kegiatan
muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas
untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam,
sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk
memenuhi, dan harus berhubungan dengan orang lain'. Namun
tidak semua orang memiliki harta yang cukup digunakan untuk
memenuhi kebutuhannya. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi
transaksi utang piutang.

Dikalangan masyarakat terutama dipedasaan banyak para
pedagang yang tidak memiliki modal yang cukup untuk
membangun usahanya, namum kebanyakan masyarakat enggan
untuk meminjam uang atau melakukan utang piutang di lembaga
keuangan. Masyarakat lebih memilih untuk melakukan utang
piutang kepada individu atau perorangan karena lebih mudah dan
tanpa persyaratan maupun jaminan. Namun terkadang para

individu yang memiliki banyak modal memberikan pinjaman

' Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2008, h. 47



atau utang piutang kepada masyarakat bukan dengan prinsip
tolong menolong tetapi justru memanfaatkan keadaan masyarakat
untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Secara etimologi, qardlu berarti pinjaman hutang
(mugradl) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang
(igradl). Secara terminologi qardlu adalah memberikan
kepemilikan (tamlik) suatu harta (mal) dengan sistem
menggembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan?. Secara
umum, Al-Qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain
yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur figh
klasik (kuno), gardh bukan merupakan transaksi komersial
(mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang
bersifat ta-awun (tolong-menolong)®.

Menurut Hanafiyah, gardh bukan merupakan akad
khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya
kewajiban  pengembalian  semisalnya.  Al-gardh  adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam
dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan

peminjam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

2 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figih Muamalah (Diskursus
Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi), Kediri:Lirboyo Press, 2013, h.
100

* Heri Sudarso, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan
lustrasi, Yogyakarta:Ekonosia, 2003, h. 70



Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi
diantara sesama manusia, menolong mereka dalam berbagai
urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang
piutang tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh
penghasilan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi
orang lain. Oleh karena itu orang yang berhutang tidak boleh
mengembalikan kepada orang yang memberikan utang kecuali
apa yang telah di utangnya atau serupa dengannya®.

Adapun dalil yang menjelaskan tentang gardh Qur’an

surat Al-Bagarah ayat 245, yaitu :

AR Y e A R AR - Fe o g
3}.‘:;£=UL*«0|;:\]J:-9-§L«4:3LAM>L40334»|$0JE-;(_§/JJHJJA
= N PR W R P
=) Doy adls as ek 4y

Artinya:

“Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),
maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya yang
banyak ” (QS.Al-Bagarah: 245).°

Struktur akad gardh terdiri dari empat rukun, yaitu
mugridh (pihak yang memberikan pinjaman hutang), mugtaridh

(pihak yang menerima pinjaman hutang, mugradh (objek dalam

* Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, Jakarta: Dar Fath Lili’lami al-Arabiy,
2009 h. 217
> Dimyauddin Djuwaini....h.254



akad gardh yang disebut piutang), dan shigat (ijab-gabul)®.
Sedangkan akad al-gardh akan sah jika dilakukan orang yang
memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), karena akad ini
identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan
adanya ijab gabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan
kepada orang lain. Syarat sahnya al-gardh adalah orang yang
memberikan pinjaman (mugridh) benar-benar memiliki harta
yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang akan dipinjamkan
hendaknya berupa harta yang ada pendanaanya (barang mitsli)
baik yang bisa ditimbang, diukur maupuan dihitung. Syarat
selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan,
dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini
bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka

akan menjadi riba.

Menurut Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh
Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya, setiap pinjaman yang
memberikan nilai manfaat bagi muqgridh, maka hukumnya haram
sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan
maka diperbolehkan’. Misalnya mugridh akan memberikan
pinjman kepada mugtaridh, jika mugtaridh mau menjual
rumahnya kepada mugridh. Hal ini tidak diperbolehkan, karena

ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman

® Tim Laskar Pelangi.....h. 101
’ Dimyauddin Djuwaini.....h. 255



dengan jual beli. Disamping itu, klausul tersebut termasuk syarat
yang menyalahi konsekuensi akad gardh (munafin li muqgtadla
al-aqd), sebab spirit akad gardh dibangun atas dasar prinsip
tolong menolong (irfaq), sehingga akan sangat kontradiktif jika
akad gardnh dimanfaatkan untuk kepentingan mencari

keuntungan.
Akad al-gardh diperbolehkan dengan 2 syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau
hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqridh, karena ada
larangan dalam hadits Nabi, sebagai berikut:

(A A i o plaltal gy ) Ly sgd Axdie ja a8 S
Artinya:

“setiap pinjaman hutang yang menarik
keuntungan, maka termasuk riba” (HR. Al-harits bin Abi
Usmah).?

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang
pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan

riba.

2. Akad al-gardh tidak digabungkan dengan akad lain, seperti
akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah mayoritas ulama

membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

& Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz Il, Beirut : Dar al-Kutub al-
‘Ilmiah, 1996, h.3461



Di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten
Pemalang terdapat Praktik Cakepan dikalangan masyarakat.
Cakepan adalah suatu transaksi utang piutang yang di lakukan
oleh para petani dan pedagang cengkeh, dimana kebanyakan
uang tersebut ada yang digunakan untuk modal tebas cengkeh
namun ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dan mugridh mensyaratkan untuk membayar hutang
tersebut dengan cengkeh. Misalnya B meminjam uang kepada A,
uang tersebut digunakan untuk jual beli tebas cengkeh. Namun si
A (mugridh) mensyaratkan akan memberikan pinjaman kepada B
jika cengkeh yang dibeli oleh B harus dijual kepada A dengan
syarat harga cengkeh per kilo selisih Rp. 2000,- lebih murah dari
harga pasaran dan cengkeh tersebut harus disetorkan kepada si A
setiap kali si B memetik cengkeh. Praktik cakepan sudah
menjamur di Kecamatan Moga bahkan sudah berjalan secara
turun temurun. Karena di Kecaman Moga banyak terdapat kebun
cengkeh sehingga mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah
pedagang cengkeh. Namun tidak sedikit modal yang dibutuhkan
untuk berdagang cengkeh, sehingga masyarakat banyak yang
meminjam wuang kepada kepada pemodal. Hal tersebut

dimanfaatkan oleh pemodal untuk merauk keuntungan.

Data awal yang penulis dapatkan yaitu data dari salah
seorang pedagang cengkeh yang bernama Slamet, beliau

meminjam uang kepada Muklis Rp. 127.000.000,- untuk jual beli



tebas cengkeh. Pada saat meminjam perjanjiannya setiap kali
Slamet menjual cengkeh maka Muklis akan mencatat jumlah
cengkeh yang disetorkan dan memberikan harga cengkeh per kilo
selisin Rp.2000 dari harga cengkeh pada saat itu, namun pada
kenyataannya penghitungan harga dilakukan pada saat terakhir
kali Purwadi menyetorkan cengkeh, dan pada saat itu harga
cengkeh Rp.29.000 per kilo namun Muklis membeli cengkeh
tersebut dengan harga Rp. 22.500 per kilo, akibat hal tersebut
Slamet ini mengalami kerugian sebanyak Rp. 22.802.000,-.

Berdasarkan fokus masalah dan latar belakang diatas,
penulis telah melakukan penelitian masalah tersebut untuk
dijadikan permasalahan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Cakepan (Study Kasus di

Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang)”

. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang
masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik cakepan dan faktor yang mempengaruhi
maraknya praktik cakepan di Desa Banyumudal Kecamatan
Moga Kabupaten Pemalang?

2. Bangaimana tinjauan hukun Islam terhadap praktik cakepan
di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten

Pemalang?



. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini

adalah :

1.

Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya praktik
cakepan di kalangan masyarakat Desa Banyumudal
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
praktik cakepan di Desa Banyumudal Kecamatan Moga

Kabupaten Pemalang.

. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah :

1.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada masyarakat di Desa Banyumudal Kecamatan Moga
mengenai transaksi cakepan yang sesuai dengan syariat
Islam.

Penelitian ini juga mengharapkan bagi para pihak terkait
kegiatan transaksi cakepan agar dalam melaksanakan
transaksinya sesuai dengan aturan dalam syariat Islam.
Penelitian ini dibuat sebagai suatu karya ilmiah, yang
kemudian diharapkan dapat menjadi informasi dan sumber

rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

. Tinjauan Pustaka

Permasalahan utang piutang bukanlah hal baru dalam

bertransaksi. Begitu pula dalam sebuah penelitan skripsi maupun



literatur lainnya. Atas dasar itu, maka penulis melakukan

peninjauan pustaka untuk menemukan karya ilmiah terdahulu

yang membahas mengenai masalah yang terkait permasalahan
yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi peneliti
terhadap objek yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi
karya tertentu.

Ada beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki
relevansi terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Eni Dwi Astuti “Ziyadah dalam Utang Piutang (Study Kasus
Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten
Grobogan)”, Skipsi, Semarang, UIN Walisongo, 2010. Hasil
penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek utang piutang
yang dilakukan di Desa Kenteng Kecamatan Toroh adalah
sistem utang piutang berbunga atau dalam masyarakat
dikenal dengan istilah utang piutang anakan. Dimana dalam
utang piutang tersebut debitur akan mengembalikan pinjaman
beserta bunga atau tambahan yang telah disepakati pada awal
perjanjian. Praktek tersebut awalnya hanya dilakukan oleh
para ibu-ibu arisan, dengan membuat kesepakatan bahwa
setiap ada seorang yang melakukan pinjaman di tempat
tersebut akan dikenai tambahan kemudian hasilnya akan

dibagi rata kepada para anggota arisan. Namun lambat laun
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praktik tersebut praktik tersebut banyak dilakukan oleh
individu®,

2. Siti Nur Cahyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaan di Desa Tlogorejo
Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”, Skripsi,
Semarang, UIN Walisongo, 2010. Hasil penelitian tersebut
menjelaskan perjanjian Nguyang yang terjadi di Desa
Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yaitu
perjanjian antara petani dengan penguyang. Dalam perjanjian
nguyang tersebut petani meminjam uang kepada penguyang
untuk menggarap sawah, utang tersebut akan dibayar dengan
padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim
panen. Dan apabila petani tidak bisa memberikan padi pada
waktu jatuh tempo (panen), maka padi tersebut diberikan
pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.
Perjanjian nguyang tersebut memang pada awalnya
ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui
proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan
uang melainkan dibayar dengan padi dengan standar
kwintalan, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan
oleh penguyang. Uang tersebut diminta duluan oleh petani,

sedangkan padinya diberikan oleh penguyang pada musim

® Skripsi, Eni Dwi Astuti, Ziyadah dalam Utang Piutang (Study Kasus
Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan), UIN
Walisongo Semarang, 2010, h.67
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panen. Dalam perjajian nguyang tersebut termasuk akad
salam.™

3. Noor Makhmudiyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang
Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang
Bersyarat di Desa Mangare Watuagung Bungah Gresik,
Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2010. Hasil penelitian
yang diperoleh bahwa praktik utang piutang bersyarat yang
terjadi di Desa Mangare Watuagung Bungah Gresik
melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi
utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur
mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil
dari panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi
tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta
oleh debitur dan didasari saling percaya dari dua belah pihak.
Para tokoh agama berpendapat bahwa utang bersyarat tidak
bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah
menjadi tradisi yang baik dan sama-sama memberikan
keuntungan bagi kreditur dan debitur demi memenuhi suatu
kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum
Islam utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare

Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam

10

Skripsi, Siti Nur Cahyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaan di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu
Kabupaten Grobogan, UIN Walisongo Semarang, 2010, h.94
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utang piutang bersyarat tersebut dapat mendatangkan
kemaslahatan bagi kedua belah pihak.™*

Ainun Ainia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-
Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok
Perempuan, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,
2014. Hasil  penelitian yaitu bahwa pelaksanaan
pengembalian utang piutang pada kegiatan SPP PNPM
Mandiri Pedesaan di Desa Minggir yaitu melalui pengajuan
pinjaman, pengisian formulir, lampiran foto copy KTP dan
pengembaliannya dari anggota ke Ketua kelompok, Ketua
TPK, Ketua UPK. Bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam
transaksi utang piutang SPP PNPM Mandiri Pedesaan di
Desa Minggir adalah termasuk riba dan boleh menurut
hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan
pelipat gandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam
pembayaran sebagaimana yang dijelaskan adalam Surat Ali
Imron Ayat 130. Dalam konsep pemungutan bunga tersebut
terdapat unsur dharuri, yang mana jasa atau bunga tersebut

dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet.*?

Skripsi, Noor Makhmudiyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa
Mangare Watuagung Bungah Gresik, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, h.81

2 Skripsi, Ainun Ainia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga

Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan,
UIN Maulana Malik Ibrahim,Malang, 2014, h.88
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5. Lina Fadjria, “Utang Piutang Emas dengan Pengembalian
Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum
Islam™, Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2009. Dalam
skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang emas
dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan
Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan
hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang
piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan
hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang
tersebut merupakan barang yang tidak sejenis®.

6. Siti Mujibatun, Hadis-Hadis Nabi SAW Tentang Etika
Berbisnis, Jurnal, Al-Ahkam, 2000. Dalam jurnal ini
menjelaskan bahwa Islam mendorong bertindak dalam
berbisnis berdasarkan nilai kebaikan (ihsan) termasuk
bersikap lunak terhadap pihak yang mengalami kesulitan
keuangan.'* Dalam surat Al-Bagarah ayat 280. Bila
berhutang dalam kesulitan, berikanlah kesempatan (tunggu
waktu sampai baginya mudah pembayarannya kembali. Jika

kamu menyedahkan hutang tersebut, maka itu merupakan

Y Skripsi, Lina Fadjria, Utang Piutang Emas dengan Pengembalian
Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut
Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam, IAIN Walisongo Semarang,
2009, h.73

™ Jurnal, Siti Mujibatun, Hadis-Hadis Nabi SAW Tentang Etika

Berbisnis, IAIN Walisongo Semarang, 2000, h. 49
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tindakan terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Islam dalam
masalah ini menganjurkan membayar hutang tepat waktu dan
tepat janji dan tidak menangguhkannya. Membayar hutang
adalah kewajiban bagi orang muslim. Bahkan ketika Nabi
dihadapkan pada seorang mayit yang meninggalkan hutan
dan belum sempat dibayarnya, beliau menolak untuk
mensholatkan mayit tersebut. Peristiwa ini memberikan
I'tibar kepada umatnya untuk betul-betul memperhatikan

masalah hutang khususnya berkaitan dengan hal adami.

F. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat metode yang
bersifat sitematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah
topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah
yang dirumuskan dalam penelitian tersebut®. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu
penelitian yuridis yang bersifat empiris. Penelitian yuridis yang
bersifat empiris adalah penelitian dengan melihat sesuatu
kenyataan hukum di dalam masyarakat™. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode
pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut akan

diuraikan beberapa hal yang harus diketahui, yaitu:

1> sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Desertasi, Jakarta:
Erlangga, 2013, h.95

16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
2014, h. 101
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1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian
yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat, yang
berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan
atau masyarakat'’. Penulis melakukan penelitian kepada
salah satu warga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga
Kabupaten Pemalang, guna mendapatkan data-data terkait
dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu mengenai
praktik cakepan. Penelitian ini juga sering disebut dengan
penelitian yuridis-empiris. Yaitu dengan fokus penelitian
pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam
masyarakat.
2. Sumber data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan
sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau
tempat objek penelitian dilakukan'®. Adapun yang
menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu

peneliti mengambil sampel data yang diperoleh dari

1 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra
Wacana Media, 2012, h.21

18 Sofiyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi dengan
Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS), Jakarta: Kencana, Cet-2, 2014,
h.16
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warga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten
Pemalang yang melakukan praktik cakepan.
Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data atau
informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung,
misalnya lewat orang lain atau dokumen®. Data
pelengkap ini bisa diperoleh dari beberapa sumber
dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku
tentang ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-
laporan hasil penelitian) dan wawancara. Data sekunder
dalam penelitian ini yaitu: buku-buku dan tulisan-tulisan
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan
dalam memahami pelaksanaan praktik cakepan dalam

perspektif hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode vyang penulis lakukan dalam

mengumpulkan data antara lain:

a.

Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah
kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian
langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian

yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat

19 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D,
Bandung: Alfabeta, cet-10, 2010, h.194
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gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitan
tersebut.® Melalui metode ini akan dikumpulkan data
yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti dari
sumber yang dijumpai selama observasi berlangsung.
Dalam hal ini penulis melakukan observasi mengenai
keadaan masyarakat di Desa Banyumudal serta
mengamati kebun cengkeh milik masyarakat.
b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan
data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen
dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian,
laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman
kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.21
Sehingga melalui metode ini peneliti dapat mengetahui
jejak praktik cakepan di Kecamatan Moga Kabupaten
Pemalang. Peneliti mendapatkan dokumen berupa
kwitansi bukti utang, buku catatan utang, selain itu juga
ada dokumen pendukung lainnya berupa laporan
komudias perkebunan di Desa Banyumudal serta daftar

nama-nama orang yang memiliki kebun cengkeh.

20 . .
Syofian Siregar...... h.19
*! Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 201, h.47
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c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu®,

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara
terstruktur yang dengan 8 informan yaitu warga yang
melakukan praktik cakepan di Desa Banyumudal
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

4. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya
adalah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah
pengorganisasian dan mengumpulkan data ke dalam pola,
kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif
kualitatif®,
Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan
untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang

2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,
Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, cet-6,2009, h.186

% Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosda Karya, 1991, h.80
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diselidiki kemudian dianalisis. Analisis data yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan
sekunder®. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai
dokumentasi dan wawancara, untuk menggambarkan
bagaimana praktik cakepan di Kecamatan Moga Kabupaten
Pemalang.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai masalah
diatas, maka penulis akan jelaskan sistematika penulisan skripsi.
Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB | Menguraikan pendahuluan yang berisi tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB Il Membahas konsep dasar utang-piutang, yang
meliputi: pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang,
rukun dan syarat utang piutang, dan tambahan dalam utang
piutang.

BAB |11 membahas tentang pelaksanaan praktik cakepan
di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, yang berisi: profile
umum Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, praktik cakepan

di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang,

** saifudin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka pelajar
Offset, 1998, h.128
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dan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik cakepan
di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.
BAB 1V berisi analisis, yaitu analisis akad dalam praktik
cakepan, serta analisis penentuan harga cengkeh dalam praktik
cakepan.
BAB V Bagian penutup, yang memuat tentang
kesimpulan dan rekomendasi.



BAB Il
KONSEP DASAR UTANG-PIUTANG (QARDH) dan RIBA

A. Pengertian Utang Piutang (Qardh)

Utang-piutang merupakan salah satu dari sekian banyak
jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di
masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang-
piutang memiliki sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang
piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan
untuk pengembangan perekonimian masyarakat. Utang piutang
termasuk diantara akad-akad yang memerlukan ijab dari pemberi
utang dan gabul dari penerima utang. Masing-masing dari
keduanya dapat terjadi dengan cara apapun yang menunjukan
kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan.”

Dalam bahasa Arab pinjaman disebut al-Qard. Dalam
kitab Hashiah al-Dasuqi mentakrifkan al-Qard itu sebagai al-Qat
atau potongan.?® Takrifan ini dibuat karena al-Qard sebagian
harta yang dipotong dari pada milik orang yang memberi
pinjaman. Sedangkan dalam hukum Islam utang-piutang dikenal
dengan istilah al-gard, yang menurut bahasa berarti ¢l=s3\

(potongan) dikatakan demikian karena al-gard merupakan

> Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Imam Ja far Shadig, Jakarta:
Lentera, 2009, h. 34

® Osman Haji Sabran, Urusan Niaga al-Qard al-Hasan dalam
Pinjaman tanpa Riba, Malaysia: Johor Darul Tazim Malaysia, 2001, h. 1

21



22

potongan dari harta muqrid (orang yang membayar) yang
dibayarkan kepada mugtarid

(yang diajak akad gardh). Jadi, makna gardh menurut bahasa
adalah potongan.

Dalam pengertian luas utang piutang mencakup seluruh
transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk di
dalamnya jual beli dan transaksi sewa-menyewa, dan istilah yang
digunakan adalah akad tadayyun atau mudayanah (dari asal kata
al-dayn, artinya utang).”” Adapun yang dimaksud dengan utang
piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan
perjanjian di akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian “sesuatu” dari definisi di atas mempunyai
makna yang berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang,
asal barang tersebut habis karena pemakaian. Secara terminologi
gardh adalah memberikan kepemilkan (tamlik) suatu harta (mal
luas, selain dapat) dengan sistem mengembalikan penggantinya
tanpa unsur tambahan.?®

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1754
berbunyi “ pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian,

%’ Ghufron Ajib, Figh Muamalah Kontemporer-Indonesia, Semarang:

CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 66

?® Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam

Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 136
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dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan
yang sama pula.

Adapun beberapa ulama yang memiliki perbedaan
pendapat mengenai pengertian utang piutang sebagaimana yang
dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunnya, yaitu:

a. Menurut Hanafiah gardh adalah harta yang diberikan kepada
orang lain dari mal mitsli yang kemudian dibayar atau
dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, gardh
adalah suatu perjanjiang yang khusus untuk menyerahkan
harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian
dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

b. Menurut Sayyid Sabiq gardh adalah harta yang diberikan
oleh pemberi utang (muqgridh) kepada penerima utang
(mugtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepada (mugridh)
seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu
membayarnya.

c. Menurut Hanabilah gardh adalah memberikan harta kepada
orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan
penggantinya.

d. Syafi’iyah berpendapat bahwa gardh dalam istilah syara’
diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain
(yang pada suatu saat harta dikembalikan).”®

e. Menurut Wahab al-Zuhayli, gardh berarti pemilikan sesuatu
pada yang lain, yang dalam penggantiannya tidak ada
tambahan.*

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
gardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama

memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat...,h. 273-274
*®Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2015, h. 144
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dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut
harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak
pertama, dan dalam pengembaliaannya tanpa ada unsur

tambahan.

1. Dasar Hukum Utang Piutang
Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada
adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup
dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu
dalam lapangan kebajikan.
1) Firman Allah SWT surat At-Taghabun ayat 17

VWoada &0 Gy 20 s s 2 Alaia) ld U 33 41 1 ki )

Artinya: “jika kamu meminjamkan kepada Allah
pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan
balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan
Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (QS.
At-Taghabun: 17)*

Dalam transaksi utang piutang terdapat cita-

cita sosial yang tinggi yaitu tolong menolong dalam
kebaikan. Jadi, dengan demikian dalam memberikan
utang piutang harus didasari niat yang tulus untuk tolong
menolong dalam kebaikan. Ayat tersebut pada dasarnya

berisi anjuran untuk melakukan perbuatan gardh

*! Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,
Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 557
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(memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya
akan dilipat gandakan oleh Allah.*

Dari sisi mugridh (orang yang memberikan
utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk
memberikan  bantuan kepada orang lain yang
membutuhkan dengan cara memberikan utang.* Dari sisi
mugtaridh utang bukan perbuatan yang dilarang,
melainkan dibolehkan karena seorang berutang dengan
tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang
diutangkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan
ia akan mengembalikannya persis seperti yamg
diterimanya.

2) Firman Allah surat Al-Bagarah ayat 282, yaitu:

\){)adﬂhk_\.\"\ses.\uk_\.\s_\l}i}usus‘uud;\é\u.ame.m\_u\d\\).\.A\cu.iﬂ\l.ej\_a
Wk W& & o cas

Artinya: “Hai orang yang beriman! Jika kamu
bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu,

buatlah secara tertulis. Dan hendaklah seorang penulis
diantara kamu menuliskannya denan benar. Jangan
penulis  menolaknya sebagaimana Allah telah

menganjarkan  kepadanya, maka hendaklah ia
menuliskan.” (OS. Al-Bagarah: 282).**

*2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., h. 275
33 R
Ibid.
** Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,
Jakarta: Maghfirah Pustaka 2006, h. 46
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Dalam transaksi utang piutang Allah SWT
memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip
syari’ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang
dilarang Allah lainnya. Pengertian tersebut yaitu anjuran
agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara
tertulis.

3) Firman Allah

PR AT T % PR B W U AP i SR T S S R P R
YA G salai 258 o) a8 A ) 3l (58500 (A 55k 8 50 50 (S )5

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah  tangguhsampai dia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahuinyya (QS. Al-Bagarah: 280)*

2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Keabsahan akad gardh perlu didukung oleh terpenuhinya

rukun dan syarat qgardh itu sendiri. Rukun gardh adalah

sebagai berikut:*

1. Aqid, yaitu mugridh dan mugtaridh.

2. Ma’qud ‘alaih, yaitu uang atau barang.

3. Shighat, yaitu ijab dan gabul.

Adapaun rukun dan syarat utang piutang, yaitu:
1. Agidain

» Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,

Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 46

*® Yadi Janwari, Figh Lembaga Keuangan Syariah..., h. 145
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Yang dimaksud ‘agidain (dua pihak yang melakukan
transaksi) pemberi utang (muqgridh) dan pengutang
(mugtaridh). adapun syarat-syarat bagi muqridh maupun
muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan
melakukan tasarruf atau memilki ahliyah ada’. Oleh
karena itu, gardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak
yang masih dibawah umur atau orang gila.*’ Syafi’iyah
memberikan persyaratan untuk mugridh, antara lain:

a. Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabbaru’.
b. Mukhtar (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk mugtaridh disyaratkan harus
memiliki ahlivah ada’ kecakapan untuk melakukan
muamalat, seperti baligh, berakal sehat, dan pandai
(dapat membedakan baik dan buruk).

2. Ma’qud ‘Alaih
Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai
berikut:*

a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya
harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama
tidak banyak berbeda yang mengakibatkan
perbedaan nilai seperti, uamg, barang-barang yang

dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

*” Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., h. 278
** Mardani, Figh Ekonomi Syariah..., h. 333
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b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda,
tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

c. Harta yang diutangkan diketahui yaitu, diketahui
kadarnya dan diketahui sifatnya.

Menurut jumhur ulama yang menjadi objek akad
dalam al-gardh sama dengan objek akad salam, baik
berupa barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang
(mauzunat) maupun gimiyat (barang-barang yang tidak
ada persamaannya dipasaran) seperti hewan, barang-
barang dagangan dan barang-barang yang dihitung.

Menurut Hanafiyah ma’qud ‘alaih hukumnya sah
dalam mal mitsli, seperti barang-barang yang ditakar
(makilat), barang-barang yang ditimbang (mauzunat),
barang-barang yang dihitung (ma’dudat) seperti telur,
barang-barang yang bisa diukur dengan meteran
(madzru’at). Sedangkan barang-barang yang tidak ada
atau sulit mencari persamaanya dipasaran (gimiyat) tidak
boleh dijadikan objek gardh, seperti hewan, karena sulit
mengembalikannya dengan barang yang sama.

Shighat (ijab dan gabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta.
Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan
adanya ijab dan gabul, sama seperti akad jual beli.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal gardh

(utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal
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yang menggunakan arti kepemilikan. Contohnya: *“ saya
memiliki kepadamu barang ini,dengan ketentuan anda
harus mengembalikan kepada saya penggantinya”.
Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan
cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus
dibayar.* Penggunaan lafal untuk qardh didasarkan pada
hadits Abu Rafi’, yaitu:
elad | S alu g all g ade 4l a ) Calind : B adl ) o) 3
Vil ol ) s i o jS5 da )l il () el 48 2l ) 4

?G_‘“Di u.um\ O (e u}ﬂ a\.}j ‘Un;i d\sﬂ Llc\.!) ‘)\:\; Saa ‘Y;\ d—ﬁ
1 . 'é
I3

Artinya: Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berutang seekor
unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu
Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada
laki-laki pemberi utang denga unta yang sama (perawan).
Saya berkata: “saya tidak menemukan didalam unta-unta
hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam
masuk tujuh tahun”. Nabi kemudian bersabda: ‘berkan saja
kepadanua unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-
baiknya manusia itu adalah orang yang paling baik dalam
membayar utang”. (HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari).*’

3. Utang Piutang Bersyarat
Dalam perjanjian utang piutang, diperbolehkan
adanya syarat-syarat tetapi tidak boleh bertentangan denga

hukum-hukum Islam. Namun apabila syarat-syarat yang

** Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., h. 279
** Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Beirut:
Dar Ibnu Hisyam Riyadh, tt, h. 106
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ditentukan bertentangan, maka perjanjian utang-piutang tidak

sah.

a.

Secara umum ada 3 macam hutang bersyarat, yaitu:**
Syarat fasid yang mufsid
Yaitu kalusul yang disyaratkan dalam akad
gardh yang memberikan keuntungan (raf’an) sepihak,
mugridh saja. Seperti memberikan pinjaman hutang
dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih.
Klausul demikian bisa membatalkan akad (mufsid), sebab
termasuk riba gardli, sebagaimana dalam hadits:
(R Al () (D al Al ) Ly sed Andie a8 S

Artinya:  “setiap pinjaman hutang yang menarik
keuntungan,maka termasuk riba.(HR. Al-Harits bin Abi
Usmah)*

Akan tetapi akad gardh yang menguntungkan
sepihak mugridh saja ini hukumnya batal apabila klausul
disyartakan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan
sama sekali sah, bahkan termasuk disunnahkan. Atau
disyaratkan namun diluar transaksi, maka hukumnya

akad gardh terdapat dua pendapat:

a. Menurut Syafi’iyah, hukumnya sah namun
makruh

b. Menurut 4’immah Tsalatsah, hukumnya haram.

* Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figh Muamalah..., h. 105

* 1bid
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b. Syarat fasid tidak mufsid

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad
gardh memberikan keuntungan (naf’an) sepihak,
mugtaridh saja, atau menguntungkan kedua belah pihak,
namun keuntungan pihak muqtaridh lebih besar. Yang
pertama seperti memberikan pinjaman hutang Rp.
1.000.000, dengan syarat mengembalikannya Rp.
900.000. Dan yang kedua seperti, memberikan pinjaman
dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian,
sebab mugridh berkepentingan dengan tempo tersebut,
misalnya agar tidak dicuri orang, dan mugtaridh juga
sedangkan dalam kondisi sulit membayar hutang (mu ’sir)
sebelum jatuh tempo.

Menurut Qaul Ashah, klausul kedua ini termasuk
syarat yang tidak dihiraukan, sehingga tidak
membatalkan akad gardh. Sebab klausul yang memiliki
muatan menguntungkan sepihak mugridh saja, atau
menguntungkan kedua belah pihak namun keuntunga
pihak mugtaridh lebih besar, bukan termasuk praktik
memanfaatkan akad gardh untuk kepentingan mencari
keuntungan. Melainkan justru untuk memberikan
keuntungan lebih bagi muqtaridh, sehingga termasuk
bentuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad

gardh itu sendiri, yaitu tolong-menolong.



c. Syarat shahih

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam
akad gardh hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat
gadai (rahn), syarat persaksian, syarat ada penanggung
jawab. Sebab kalusul-klausul demikian hanya bersifat
sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang
lebih, sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad
gardh.®®

4. Hukum Utang-Piutang (Qardh)

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, gardh baru
berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah
diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia
telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya,
dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang
sama (mitsli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi
menurut Imam Abu Yusuf muqgtaridh tidak memiliki barang

yang diutangnya (dipinjamnya) apabila barang itu masih ada.

Menurut Malikiyah, gardh hukumnya sama dengan
hibah, shadagah dan ‘ariyah, berlaku dan mengikat dengan
telah terjadinya akad (ijab gabul) walaupun mugtaridh belum
menerima barang. Dalam hal ini mugtaridh boleh

mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya,

* Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figh Muamalah..., h. 105
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dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang
tersebut mitsi atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum
berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah

berubah maka mugtaridh wajib mengembalikan yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi’iyah dan
Hanabilah, kepemilikan dalam gardh berlaku apabila barang
telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi’iyah, muqtaridh
mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal
mitsli.*  Apabila barangnya mal qimi maka ia
mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama

dengan barang yang dipimjamnya.

Dari beberapa pendapat diatas, hanya Malikiyah
yang memiliki perbedaa